
  

  

PERATURAN PEMERINTA H REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 59 TAHUN 2010 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 

TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a.  bahwa pengaturan mengenai tata cara 
pemilihan  penyedia jasa konstruksi yang diatur 
dalam Peraturan Pemer in tah  Nomor 29  Tahun  
2000  tentang  Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 
sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan 
perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi; 

 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana  dimaksud dalam huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 
Perubahan atas Peraturan  Pemerin tah 
Nomor  29  Tahun  2000 ten tang  

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 

Mengingat : 1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3833); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN 

ATAS  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 

2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA 

KONSTRUKSI. 

PASAL I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 3956), diubah sebagai 
berikut: 

1.  Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah 
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud 
dengan: 

1. Pelelangan umum adalah pelelangan yang 
dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara 
luas melalui media elektronik dan/atau media 
cetak. 

2. Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk 
pekerjaan tertentu yang diyakini jumlah penyedia 
jasanya terbatas dan dinyatakan telah lulus 
prakualifikasi, yang diumumkan secara luas 
melalui media elektronik dan/ atau media cetak. 
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3. Pemilihan langsung adalah pengadaan jasa 
konstruksi tanpa melalui pelelangan umum 
atau pelelangan  terbatas, yang dilakukan 
dengan membandingkan  sekurang-kurangnya 3 
(tiga) penawar dari penyedia jasa dan dapat 
dilakukan negosiasi, baik dari segi teknis 

maupun harga, sehingga diperoleh harga yang 
wajar dan secara teknis dapat 
dipertanggungjawabkan. 

4. Penunjukan langsung adalah pengadaan 
jasa  konstruksi yang dilakukan tanpa melalui 
pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau 
pemilihan langsung yang dilakukan hanya 
terhadap 1 (satu) penyedia jasa dengan cara 
melakukan negosiasi, baik dari segi teknis maupun 
harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan 
secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 

5. Lembaga adalah organisasi sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 
1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan 
untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi 
nasional. 

6. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab 
dalam bidang konstruksi. 

2.  Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (3) 
diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Pemilihan perencana konstruksi dan atau 
pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dengan 
cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 3 ayat (1), berlaku untuk semua 
pekerjaan perencanaan dan  pengawasan 
konstruksi. 
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(2) Pemilihan perencana konstruksi dan 
pengawas  konstruksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan syarat: 

a. diumumkan secara luas melalui media 
elektronik dan/atau media cetak; 

b. peserta yang berbentuk badan usaha atau 
usaha orang perseorangan harus sudah 
diregistrasi pada Lembaga; dan 

c. tenaga ahli dan tenaga terampil yang 
dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha 
orang perseorangan harus bersertifikat yang 
dikeluarkan oleh Lembaga. 

(3) Tata cara pemilihan perencana konstruksi 
dan  pengawas konstruksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 
tahapan: 

a.   pengumuman; 

b. pendaftaran untuk mengikuti pelelangan; 

c. penjelasan; 

d. pemasukan penawaran; 

e. evaluasi penawaran; 

f. penetapan calon pemenang dilakukan 
berdasarkan penilaian kualitas, gabungan 
kualitas dan harga, harga tetap, atau harga 
terendah; 

g. pengumuman calon pemenang; 

h. masa sanggah; dan 

i. penetapan pemenang. 

(4)  Pemilihan cara evaluasi penawaran sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3) huruf e ditetapkan oleh 

pengguna jasa. 

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) 
diubah, ayat (2) huruf f dihapus, dan diantara ayat (2) 
dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) 
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 6 

(1)  Pemilihan perencana konstruksi dan 
pengawas  konstruksi dengan cara 
pelelangan terbatas  sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 3 ayat (3),  dilakukan untuk 
pekerjaan yang: 

a. mempunyai risiko tinggi; dan atau 

b. mempunyai teknologi tinggi. 

(2)  Pemilihan perencana konstruksi dan 
pengawas  konstruksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)  dilakukan dengan syarat: 

a. diumumkan secara luas melalui media 
elektronik dan/atau media cetak; 

b. jumlah penyedia jasa yang tersedia terbatas; 

c. melalui proses prakualifikasi untuk 
menetapkan daftar pendek peserta pelelangan; 

d. peserta yang berbentuk badan usaha atau 
usaha orang perseorangan harus sudah 
diregistrasi pada Lembaga; 

e. tenaga ahli dan tenaga terampil yang 
dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha 
orang perseorangan harus bersertifikat yang 
dikeluarkan oleh Lembaga. 

(2a) Kriteria penetapan daftar pendek 
sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) huruf c 
meliputi: 

1) pengalaman perusahaan untuk pekerjaan 
sejenis; dan 

2) kualifikasi tenaga ahli yang dimiliki. 
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